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Abstract 
Social media has become an important tool in increasing political participation among 
people with disabilities. These platforms offer opportunities for people with disabilities to 
actively engage in political discussions, access up-to-date information, and voice their 
opinions more widely. However, challenges remain, including suboptimal accessibility and 
the presence of discriminatory content that can hinder their active involvement. Despite 
these obstacles, the potential of social media to empower people with disabilities in the 
political sphere remains significant. With collective efforts to improve inclusion and 
accessibility, social media can play a key role in achieving more inclusive and fair political 
participation. 
Keywords: Impact of social media, political participation, people with disabilities. 
 

Abstrak 
Media sosial telah menjadi alat penting dalam meningkatkan partisipasi politik kaum 
disabilitas. Platform ini menawarkan peluang bagi penyandang disabilitas untuk terlibat 
secara aktif dalam diskusi politik, mendapatkan informasi terkini, dan menyuarakan 
pendapat mereka secara lebih luas. Namun, tantangan tetap ada, termasuk aksesibilitas 
yang kurang optimal dan keberadaan konten diskriminatif yang dapat menghalangi 
keterlibatan aktif mereka. Terlepas dari hambatan tersebut, potensi media sosial untuk 
memberdayakan penyandang disabilitas dalam ranah politik tetap signifikan. Dengan 
upaya bersama untuk meningkatkan inklusi dan aksesibilitas, media sosial dapat 
memainkan peran kunci dalam mewujudkan partisipasi politik yang lebih inklusif dan 
adil. 
Kata Kunci: Dampak media sosial, partisipasi politik, penyandang disabilitas. 
 
Pendahuluan 

Perkembangan teknologi digital dan peningkatan penggunaan media sosial telah 

membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam 

bidang politik. Media sosial kini menjadi platform penting dalam menyampaikan 

informasi, berkomunikasi, dan membangun jaringan sosial. Perubahan bidang politik 

dalam media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memfasilitasi komunikasi 

langsung antara politisi dan pemilih, memungkinkan kampanye politik dan pesan 

disampaikan secara real-time dan lebih luas (White & Black, 2022). Selain itu, media 
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sosial juga meningkatkan partisipasi politik dengan memberikan ruang bagi diskusi 

publik, organisasi gerakan sosial, dan mobilisasi massa. Namun, dampak ini tidak selalu 

positif; penyebaran informasi yang salah atau hoaks, polarisasi opini, dan ancaman 

terhadap privasi pengguna menjadi tantangan serius yang harus dihadapi. Secara 

keseluruhan, media sosial memainkan peran ganda sebagai alat pemberdayaan politik 

sekaligus sebagai arena konflik informasi yang kompleks. Tidak hanya bagi masyarakat 

umum, tetapi juga bagi penyandang disabilitas yang sering kali termarjinalkan dalam 

proses politik tradisional (Thomas & Miller, 2021). 

Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, 

intelektual, atau sensorik, baik permanen maupun sementara, yang dapat menghambat 

mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan dan berpartisipasi sepenuhnya dalam 

kehidupan masyarakat. Keterbatasan tersebut muncul akibat hubungan antara kondisi 

individu dengan hambatan yang ada di lingkungan fisik, sosial, maupun budaya. 

Menurut perspektif inklusif, penyandang disabilitas bukan hanya soal kondisi medis 

seseorang, tetapi juga tentang bagaimana lingkungan dan masyarakat dapat 

mendukung keberfungsian mereka dan menghormati hak-hak mereka sebagai warga 

negara yang setara (Anderson, 2024). 

Di banyak negara, penyandang disabilitas menghadapi berbagai hambatan 

dalam partisipasi politik, baik dalam bentuk fisik, sosial, maupun sistemik. Hambatan 

fisik seperti aksesibilitas tempat pemungutan suara menjadi masalah utama, karena 

banyak lokasi yang tidak ramah terhadap pengguna kursi roda, tuna netra, atau individu 

dengan keterbatasan mobilitas. Kurangnya alat bantu seperti surat suara Braille atau 

teknologi pendukung juga membuat mereka sulit menyalurkan hak pilih secara mandiri 

(Martin & Lewis, 2020). Selain itu, minimnya informasi politik yang disediakan dalam 

format aksesibel, seperti teks dalam Braille, video dengan subtitle, atau penerjemah 

bahasa isyarat, sering membuat penyandang disabilitas kesulitan memahami proses 

pemilu dan platform kebijakan yang ditawarkan calon (Bell & Harris, 2020). 

Selain hambatan teknis, stigma sosial dan diskriminasi turut mempersempit 

ruang bagi penyandang disabilitas dalam berpartisipasi aktif dalam politik. Banyak 

masyarakat, bahkan institusi politik, yang masih memandang rendah kapasitas mereka 

untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan, sehingga peran mereka sering 

diabaikan atau dipinggirkan (Smith & Johnson, 2021). Penghalang ini semakin parah 

dengan kurangnya keterwakilan penyandang disabilitas sebagai calon atau pejabat 

politik di berbagai tingkat pemerintahan, yang berdampak pada kebijakan yang tidak 

sepenuhnya inklusif. Media sosial berpotensi mengatasi beberapa hambatan ini dengan 

menyediakan platform yang lebih inklusif untuk berbagi informasi politik, berdiskusi, 

dan berpartisipasi dalam debat public (Green & Adams, 2021).  

Namun, manfaat media sosial ini masih memerlukan kajian lebih mendalam 

untuk memahami dampak sebenarnya pada partisipasi politik penyandang disabilitas. 

Sebagai alat komunikasi, media sosial menawarkan tingkat aksesibilitas yang lebih tinggi 
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dibandingkan media tradisional. Penyandang disabilitas dapat memanfaatkan fitur-fitur 

seperti teks alternatif untuk gambar, subtitle untuk video, dan perangkat lunak 

pembaca layar untuk mengakses informasi politik. Selain itu, media sosial juga 

memungkinkan mereka untuk berinteraksi langsung dengan politisi, aktivis, dan 

kelompok advokasi tanpa menghadapi hambatan fisik (Turner & Whitehouse, 2025). 

Meskipun begitu, media sosial juga hadir dengan tantangan tersendiri, seperti 

penyebaran informasi yang salah, cyberbullying, dan risiko privasi. Dampak negatif ini 

bisa sangat mempengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas jika tidak dikelola 

dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara holistik bagaimana media 

sosial mempengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas, baik dari sisi peluang 

maupun tantangannya. 

 
Metode Penelitian 

Kajian pada penelitian ini menggunakan metode literatur. Metode penelitian 

literatur adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan 

interpretasi informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, laporan, 

dokumen, atau publikasi ilmiah lainnya. Tujuan utama metode ini adalah untuk 

memahami, mengevaluasi, atau membangun landasan teori yang relevan dengan topik 

penelitian, serta mengidentifikasi celah penelitian atau tren yang ada dalam studi 

sebelumnya (Yuan & Hunt, 2009); (Petticrew & Roberts, 2006). Penelitian literatur 

dilakukan secara sistematis, termasuk tahap penelusuran sumber yang valid, 

kategorisasi informasi, dan sintesis temuan untuk mendapatkan gambaran yang 

komprehensif terkait isu yang diteliti. Metode ini sering digunakan dalam penelitian 

awal sebelum melakukan studi lapangan atau eksperimen, serta sebagai pendukung 

argumen dalam pengembangan kerangka teoritis (Boote & Beile, 2005). 

 
Hasil dan Pembahasan 

Dampak Positif dan Negatif Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik Penyandang 

Disabilitas 

Media sosial telah menjadi salah satu instrumen penting dalam proses politik 

modern, termasuk dalam mendorong partisipasi politik penyandang disabilitas. 

Kehadirannya membuka ruang diskusi yang lebih inklusif dan memberikan akses kepada 

informasi politik yang sebelumnya sulit dijangkau. Dampak positif media sosial 

memberikan peluang bagi kelompok disabilitas untuk menyuarakan aspirasi mereka 

secara lebih luas. Melalui media sosial, penyandang disabilitas dapat mengakses berita 

politik terkini, menyampaikan pendapat, dan terlibat dalam kampanye yang mendorong 

perubahan kebijakan yang inklusif. Akses ini juga menciptakan kesetaraan dalam 

partisipasi politik yang sebelumnya terhalang oleh keterbatasan fisik atau hambatan 

komunikasi (Taylor, 2024). 
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Selain memberikan akses, media sosial juga mempermudah penyandang 

disabilitas untuk membentuk komunitas virtual yang solid dan berbagi pengalaman 

yang relevan. Dalam konteks politik, mereka dapat mendukung calon legislatif atau 

partai politik yang bersimpati terhadap isu-isu kaum disabilitas, menjadikannya alat 

advokasi yang efektif. Media sosial menghapus batas geografis, memungkinkan 

penyandang disabilitas untuk terhubung dengan orang-orang di berbagai belahan dunia 

dan memperluas jaringan advokasi. Hal ini semakin memperkuat pengaruh mereka 

sebagai kelompok konstituen yang penting bagi demokrasi (Parker, 2023). 

Namun, dampak positif media sosial terhadap partisipasi politik penyandang 

disabilitas tidak berhenti pada tingkat individu, tetapi juga pada perubahan struktur 

sosial. Dalam banyak kasus, media sosial berhasil menarik perhatian publik terhadap isu-

isu yang dihadapi penyandang disabilitas, menjadikannya bahan diskusi publik. 

Kampanye politik yang dikelola melalui platform media sosial sering kali membantu 

mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih peduli dengan hak-hak 

mereka. Dengan demikian, media sosial mendorong demokrasi yang lebih inklusif dan 

memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki suara dalam proses pengambilan 

keputusan politik (Mitchell & Douglas, 2023). 

Meski demikian, media sosial juga memiliki dampak negatif terhadap partisipasi 

politik penyandang disabilitas, terutama dalam hal penyebaran informasi palsu atau 

hoaks. Ketergantungan pada media sosial sering kali membuat mereka lebih rentan 

terpapar berita palsu yang dapat memengaruhi pilihan politik. Dalam banyak kasus, 

penyandang disabilitas mungkin kesulitan memilah informasi yang valid dari yang tidak. 

Hal ini dapat berujung pada pola partisipasi politik yang tidak berbasis pengetahuan 

atau data yang akurat (Jackson & Smith, 2021). 

Ancaman lain yang muncul dari media sosial adalah perundungan (cyberbullying) 

dan diskriminasi online yang sering menyerang penyandang disabilitas. Diskriminasi 

online ini dapat membuat mereka merasa tidak nyaman atau enggan berpartisipasi lebih 

jauh dalam diskusi politik. Komentar-komentar bernada merendahkan atau serangan 

pribadi sering kali muncul ketika mereka menyuarakan pendapat politik di media sosial. 

Situasi ini tidak hanya menghambat partisipasi politik, tetapi juga berdampak pada 

kesehatan mental mereka (Higgins, 2023). 

Selain itu, penggunaan media sosial dalam politik dapat menimbulkan 

kesenjangan digital, khususnya bagi penyandang disabilitas yang tidak memiliki akses 

yang memadai terhadap teknologi dan internet. Tidak semua penyandang disabilitas 

memiliki perangkat berbasis teknologi modern atau kemampuan literasi digital yang 

diperlukan untuk memanfaatkan media sosial secara optimal. Hambatan ini 

memperburuk ketimpangan dalam partisipasi politik karena tidak semua kelompok 

memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan aspirasinya (Nelson, 2024). 

Di sisi lain, banyak platform media sosial belum sepenuhnya inklusif bagi 

penyandang disabilitas. Misalnya, kurangnya fitur aksesibilitas seperti teks deskripsi 
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untuk pengguna dengan gangguan penglihatan atau fitur suara bagi mereka yang 

memiliki keterbatasan motorik. Ketidakmampuan platform untuk memenuhi 

kebutuhan aksesibilitas ini menjadi penghambat besar yang masih harus diatasi agar 

media sosial dapat digunakan secara optimal oleh penyandang disabilitas (M. Brown & 

Clark, 2024). 

Hal yang perlu diperhatikan pula adalah algoritma media sosial yang cenderung 

memperkuat kebiasaan pengguna, membatasi penyandang disabilitas pada lingkaran 

informasi tertentu. Mereka mungkin hanya terpapar pada perspektif politik tertentu 

tanpa mendapatkan pandangan yang lebih luas, yang dapat membatasi wawasan 

mereka terhadap isu-isu politik. Algoritma ini, meskipun tidak disengaja, dapat 

mempersempit cakrawala partisipasi politik yang seharusnya lebih inklusif dan terbuka 

bagi mereka (A. Brown & Davis, 2020). 

Media sosial juga dapat menjadi medan propaganda politik yang memanfaatkan 

isu-isu penyandang disabilitas untuk tujuan sempit. Dalam beberapa kasus, politisi atau 

partai politik menggunakan isu penyandang disabilitas hanya untuk meraih simpati 

tanpa benar-benar menawarkan solusi konkret terhadap masalah yang mereka hadapi. 

Penyandang disabilitas yang terjebak dalam retorika semacam ini dapat merasa 

diabaikan karena kebutuhan mereka tetap tidak terpenuhi setelah pemilu selesai 

(Gonzalez & Green, 2023). Untuk memaksimalkan dampak positif media sosial, 

diperlukan upaya kolektif dari berbagai pihak. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, 

dan perusahaan teknologi perlu bekerja sama dalam menyediakan panduan literasi 

digital kepada penyandang disabilitas. Selain itu, perlu didorong kesadaran untuk 

membangun media sosial yang lebih inklusif melalui penambahan fitur aksesibilitas dan 

penerapan kebijakan anti-diskriminasi online. Langkah-langkah ini penting untuk 

memastikan bahwa media sosial benar-benar dapat menjadi alat yang memperkuat 

partisipasi politik, termasuk bagi penyandang disabilitas (Kim & Lee, 2020). 

Peningkatan literasi politik melalui media sosial juga menjadi hal yang sangat 

penting. Penyandang disabilitas, bersama komunitas dan organisasi yang mendukung 

mereka, perlu dilatih untuk mengenali hoaks, memahami dinamika politik, dan 

menggunakan platform media sosial secara strategis. Dengan cara ini, mereka dapat 

terlibat lebih baik dalam proses politik dan membawa perubahan yang diinginkan 

(Moore & Davis, 2023). 

Secara keseluruhan, media sosial adalah pedang bermata dua bagi partisipasi 

politik penyandang disabilitas. Di satu sisi, ia membuka peluang untuk keterlibatan yang 

lebih luas, tetapi di sisi lain juga menghadirkan tantangan yang perlu diatasi. Dengan 

pengelolaan yang bijak, media sosial dapat menjadi sarana yang andal untuk 

mendorong kesetaraan, pembaruan kebijakan, dan partisipasi politik yang lebih inklusif. 

Oleh karena itu, pemanfaatan media sosial di ranah politik harus dilakukan dengan 

strategi dan kebijakan yang jelas agar dampak positifnya dapat terasa lebih maksimal. 
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Pengaruh Media Sosial Terhadap Keterlibatan Politik Penyandang Disabilitas 

Media sosial telah menjadi salah satu alat yang signifikan untuk meningkatkan 

keterlibatan politik di berbagai komunitas, termasuk bagi penyandang disabilitas. 

Sebagai alat komunikasi yang mudah diakses dan inklusif, media sosial memberikan 

ruang kepada penyandang disabilitas untuk mengekspresikan pendapat, membangun 

solidaritas, dan memperjuangkan hak-hak politik mereka. Dalam dunia yang semakin 

terhubung secara digital, peran media sosial dalam keterlibatan politik penyandang 

disabilitas terus berkembang, baik dari segi advokasi maupun partisipasi aktif (Paul & 

Green, 2024). 

Salah satu pengaruh positif media sosial adalah kemampuannya untuk 

menghilangkan hambatan fisik yang sering kali membatasi keterlibatan penyandang 

disabilitas dalam kegiatan politik. Melalui platform digital, mereka dapat berpartisipasi 

dalam diskusi politik, mengikuti kampanye, dan menyuarakan isu-isu penting tanpa 

perlu menghadapi tantangan mobilitas. Media sosial memungkinkan mereka terhubung 

dengan komunitas yang lebih luas serta mendukung gerakan-gerakan inklusif yang 

mendorong perubahan kebijakan (King & Brown, 2023). 

Selain itu, media sosial menyediakan ruang bagi penyandang disabilitas untuk 

membagikan pengalaman pribadi mereka, yang menjadi alat penting dalam 

membangun kesadaran publik terkait tantangan yang mereka hadapi. Dengan 

menggunakan media sosial, mereka dapat membuat narasi alternatif yang 

membongkar stereotip dan diskriminasi yang seringkali melabeli penyandang 

disabilitas. Narasi ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan empati dan mendorong 

masyarakat umum serta pemangku kepentingan untuk lebih peduli terhadap hak politik 

mereka (Martin & Lewis, 2020). 

Keberadaan media sosial juga memperkuat kapasitas penyandang disabilitas 

untuk berorganisasi dan membuat jaringan advokasi yang solid. Berbagai kelompok 

atau organisasi yang fokus pada isu-isu disabilitas kini dapat dengan mudah 

menghubungkan anggotanya melalui media sosial, sehingga kolaborasi dan sinergi 

dalam mengupayakan perubahan menjadi lebih efektif. Kampanye digital yang 

dirancang dengan baik juga mampu menjangkau audiens yang jauh lebih luas, termasuk 

para pembuat kebijakan yang memiliki pengaruh pada sistem politik (Sanchez & Brown, 

2021). 

Di sisi lain, daya jangkau yang luas dari media sosial memungkinkan penyandang 

disabilitas untuk memantau isu-isu politik secara real-time. Dengan menggunakan media 

sosial, mereka dapat mengakses berita, mengikuti perkembangan politik, serta 

memahami bagaimana kebijakan tertentu akan memengaruhi hidup mereka. Informasi 

ini tidak hanya memberi mereka wawasan yang lebih baik, tetapi juga membantu 

mereka untuk mengambil sikap yang lebih bijaksana dalam menentukan pilihan politik 

(Johnson & White, 2021). 



87 
 

Namun demikian, pengaruh media sosial terhadap keterlibatan politik 

penyandang disabilitas juga diwarnai oleh tantangan. Salah satu tantangan utamanya 

adalah keberadaan disinformasi atau hoaks yang dapat memengaruhi kualitas 

partisipasi mereka. Penyandang disabilitas, seperti halnya kelompok lainnya, rentan 

terhadap manipulasi informasi yang beredar di ruang digital. Tanpa literasi digital yang 

memadai, mereka dapat terjebak dalam narasi yang menyesatkan atau tidak relevan 

dengan perjuangan politik mereka (Clark & Young, 2025). 

Selain itu, meskipun media sosial memberikan banyak kemudahan, aksesibilitas 

digital masih menjadi masalah bagi sebagian penyandang disabilitas. Beberapa platform 

media sosial belum sepenuhnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan penyandang 

disabilitas, seperti ketersediaan fitur teks untuk pengguna dengan gangguan 

pendengaran atau desain antarmuka yang ramah bagi pengguna dengan gangguan 

penglihatan. Ketidaksesuaian ini dapat membatasi penggunaan media sosial bagi 

sebagian penyandang disabilitas untuk terlibat secara optimal dalam ruang politik 

digital (Allen, 2024). 

Keterlibatan politik penyandang disabilitas di media sosial juga memerlukan 

dukungan dari pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem digital yang 

inklusif. Langkah-langkah seperti meningkatkan literasi digital, mengembangkan 

teknologi yang lebih aksesibel, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya 

partisipasi inklusif dapat memperkuat peran media sosial sebagai alat transformasi 

politik. Dengan perbaikan ini, hambatan yang menghalangi keterlibatan penyandang 

disabilitas dapat semakin diminimalkan (White & Black, 2022). 

Secara keseluruhan, media sosial menawarkan peluang besar bagi penyandang 

disabilitas untuk meningkatkan keterlibatan politik mereka. Meski masih menghadapi 

berbagai tantangan, potensi media sosial sebagai platform inklusif yang mendukung 

partisipasi politik tidak bisa diabaikan. Dengan pendekatan yang tepat, media sosial 

dapat menjadi sarana yang efektif untuk memberdayakan penyandang disabilitas, 

memastikan suara mereka didengar, dan memperkuat demokrasi yang lebih inklusif di 

masyarakat. 

 
Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Politik via Media Sosial 

Partisipasi politik melalui media sosial semakin menjadi fenomena yang signifikan 

seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi. Media sosial memungkinkan 

informasi politik disebarkan dengan cepat dan luas, sehingga memungkinkan lebih 

banyak orang untuk terlibat dalam diskusi politik. Beberapa faktor mendukung 

partisipasi politik via media sosial (Thomas & Miller, 2021).  

Pertama, aksesibilitas dan kemudahan penggunaan media sosial yang 

memungkinkan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja untuk mengakses informasi 

politik. Berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram dapat 
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diakses dengan mudah melalui perangkat seperti smartphone dan computer 

(Anderson, 2024). 

Kedua, media sosial memberikan ruang untuk ekspresi opini pribadi. Setiap 

individu dapat menyampaikan pandangan politik mereka secara langsung kepada publik 

atau komunitas yang lebih luas. Hal ini memberikan perasaan memiliki suara dalam 

proses politik, yang dapat meningkatkan minat dan keterlibatan individu dalam isu-isu 

politik (Martin & Lewis, 2020). 

Ketiga, adanya kemampuan untuk menyebarkan informasi secara viral. Informasi 

yang menarik atau kontroversial dapat dengan cepat menyebar luas dan mencapai 

banyak orang dalam waktu singkat. Ini dapat membantu membangkitkan kesadaran 

politik dan memobilisasi dukungan untuk suatu isu atau calon tertentu. Selain itu, media 

sosial memungkinkan kolaborasi dan gerakan kolektif yang dapat mengarahkan 

perubahan sosial dan politik (Bell & Harris, 2020). 

Keempat, media sosial menyediakan platform untuk pendidikan politik. Melalui 

artikel, video, infografis, dan konten lainnya, masyarakat dapat memperoleh informasi 

yang lebih mendalam tentang berbagai isu politik. Ini memungkinkan mereka untuk 

membuat keputusan yang lebih terinformasi dalam proses politik (Smith & Johnson, 

2021).  

Namun, meskipun memiliki banyak faktor pendukung, partisipasi politik via 

media sosial juga mengalami berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah 

isu keterbatasan kualitas informasi. Informasi yang tersebar di media sosial tidak selalu 

akurat atau dapat dipercaya. Hoaks dan berita palsu seringkali tersebar luas, yang dapat 

menyebabkan kesalahan informasi dan kebingungan di antara Masyarakat (Green & 

Adams, 2021). 

Kedua, adanya risiko polarisasi politik. Media sosial seringkali memperkuat 

pandangan yang sudah ada pada pengguna, sehingga menciptakan "filter bubble" di 

mana individu hanya melihat informasi yang mendukung pandangan mereka sendiri. Ini 

dapat memperparah perpecahan dan mengurangi dialog konstruktif antara kelompok-

kelompok yang berbeda pandangan (Turner & Whitehouse, 2025). 

Ketiga, ancaman terhadap privasi dan keamanan data pengguna. Partisipasi 

politik via media sosial seringkali melibatkan berbagi informasi pribadi dan pandangan 

politik. Ini dapat menyebabkan risiko data pribadi disalahgunakan atau disalahgunakan 

oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Taylor, 2024). 

Keempat, adanya potensi intimidasi dan pelecehan online. Diskusi politik di 

media sosial tidak jarang berujung pada konflik dan serangan pribadi. Ini dapat 

membuat individu ragu atau takut untuk menyampaikan pandangan politik mereka 

secara terbuka. Kelima, kesenjangan digital juga menjadi penghambat signifikan. Tidak 

semua orang memiliki akses yang sama ke internet dan media sosial. Kesenjangan ini 

dapat menyebabkan ketidakadilan dalam partisipasi politik, di mana mereka yang tidak 

memiliki akses akan kesulitan untuk terlibat dalam diskusi politik online (Parker, 2023).  
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Selanjutnya, faktor algoritma media sosial yang seringkali lebih mengedepankan 

konten yang sensasional dan kontroversial dibandingkan konten yang informatif dan 

mendidik juga menjadi hambatan. Algoritma ini dapat mengarahkan pengguna pada 

konten yang bersifat provokatif yang mungkin tidak selalu memberikan pemahaman 

yang konstruktif tentang isu politik (Mitchell & Douglas, 2023). 

Terlepas dari berbagai hambatan tersebut, kesadaran dan edukasi yang 

meningkat terhadap keuntungan dan tantangan partisipasi politik via media sosial dapat 

membantu mengatasi sebagian besar hambatan ini. Penggunaan media sosial yang bijak 

dan kritis dapat mendukung proses demokrasi dan meningkatkan keterlibatan politik 

masyarakat. 

 
 

 

Kesimpulan 

Media sosial memiliki dampak terhadap partisipasi politik penyandang 

disabilitas. Sebagai platform yang inklusif, media sosial mampu menjadi ruang bagi 

penyandang disabilitas untuk menyuarakan aspirasi, membangun komunitas, dan 

mendapatkan informasi politik. Hal ini membantu mereka memahami isu-isu politik yang 

relevan, sekaligus memberikan akses terhadap diskusi politik secara virtual yang selama 

ini sulit dijangkau melalui media tradisional. 

Namun, media sosial juga memiliki tantangan yang harus dihadapi oleh 

penyandang disabilitas. Kendala seperti kurangnya desain aksesibilitas pada platform 

tertentu dan adanya konten diskriminatif dapat menghambat partisipasi mereka. Selain 

itu, stigma yang sering muncul dalam interaksi di media sosial memengaruhi 

kepercayaan diri penyandang disabilitas untuk aktif menyuarakan pendapat politik 

mereka. 

Meskipun ada tantangan, media sosial tetap menjadi alat yang potensial untuk 

meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas. Dengan adanya dukungan dari 

pemerintah, masyarakat, dan penyedia platform digital dalam memperbaiki aksesibilitas 

media sosial, penyandang disabilitas memiliki peluang lebih besar untuk berpartisipasi 

aktif dalam proses politik. Ini dapat membuka jalan bagi terciptanya sistem politik yang 

lebih inklusif dan representatif. 
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